
LEMBARANDAERAH 
PROVINS! JAWA TENGAH 

NOMOR : 5 SERI : E NOMOR: 2 TAHUN : 2007 

PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH 
NOMOR 5 TAHUN 2007 

TENTANG 

PENGENDALIAN LINGKUNGAN IDDUP 
DI PROVINS! JAWA TENG AH 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 
GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber 
daya alam dan lingkungan hidup untuk 
kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya 
penyelenggaraan kebijakan tata pemerintahan 
bidang lingkungan hidup yang baik guna 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan di 
Provinsi Jawa Tengah; 
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Mengingat 
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b. bn}n.va pcnccrnaran clan atau kerusakan 
Jingkungnn tclnh mcnurunkan kualitas 
lingkungnn hidup yang dapat rnengancam 
kclangsungan hidup masyarakat clan 
pcn1oongunan berkelanjutan, maka diperlukan 
upaya pengendalian lingkungan hidup; 

c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang­ 
U ndang Nomor 32 Tahon 2004 testang 
Penierintahan Daerah, Peraturan Daerah 
Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 
1 Tahtm 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan 
Hidup di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau 
kembali; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud huruf a, sampai dengan 
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di 
Provinsi Jawa Tengah; 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
283); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 
tentang Pcrindustrian (Lcrnbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3274); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara 

· Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 3419); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 
tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 34 70); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas Dan Angkutan J alan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor ·68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Norn or 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3888); 

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 
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t ng Sumber Daya Air (Lembaran 
ten a . 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Noroor 32, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 43 77); 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
11. p 

tentang Pembentukan Peraturan erundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 
4389); 

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 
tentang Perkebunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norn or 4411 ); 

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Norn or 118 ' Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433); 

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
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8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 725); 

18. PeraturanPemerintahNomor35Tahun 1991 
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 
3516); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 
tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3645); 

20. PeraturanPemerintahNomor47Tahun 1997· 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
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(Lctrt baran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
t 997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nornor 3721 ); 

21. Peraturan Pemerintah Norn or 68 Tahun 1998 
tentang Kawasan SuakaAlam Dan Kawasan 
Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 
3776); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 
tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dao 
Satwa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3803); 

23. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 1999 
tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan 
Satwa Liar (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 1999 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Norn or 
3802); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan Lim bah Bahan Berbahaya 
Dan Beracun (B3) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 
tentang Pengelolaan Limbah B3 (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 

.......... 



Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norn or 391 O); 

25. PeraturanPemerintahNomor 19Tahun 1999 
tentang Pengendalian Pencemaran Dan Atau 
Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 
3816); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahnn 1999 
tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republiklndonesia Tahun 1999Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3838); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Pengendalian Pencemaran U dara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia'Iahun 
1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3 853 ); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 
tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan 
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Luar 
Pengadilan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3982); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 4 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan 
Beracun (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun2001 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4153); 
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30_ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 
tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4161 ); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan Dan Penga\VaSan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Norn or 4593); 

32. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian UrusanPemerintahanAntar 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan 
Pemerintaban Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 73 7); 

33. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan 
Susunan Organisasi Badan Informasi, 
Komunikasi Dan Kehumasan Badan ' Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten 
I Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, 
Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan 
Kepegawaian Daerah, Bad an Pendidikan Dan 
Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan 
Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan 



Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan 
Masyarakat, Badan Penanaman Modal, 
Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal 
Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan 
Pengembangan, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, BadanArsip Daerah, 
dan Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi J awa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
DaerahProvinsiJawa TengahNomor4 Tahun 
2006 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 
2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, 
Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organi- sasi 
Badan Informasi, Komunikasi Dan 
Kehumasan, BadanKoorclinasi Pembangunan 
Lintas Kabupaten/KotaProvinsi Jawa Tengah 
Wilayah I, WtlayahII, Dan Wilayah Ill.Badan 
Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan 
Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan 
Pengendalian Dampak·Lingkungan, Badan 
Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan 
Masyarakat, Badan Penanaman.Modal, 
Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massa! 
Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan 
Pengembangan, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, BadanArsip Daerah, 
dan Badan Pemberdayaan Masyarakat 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun2006Nomor4 
SeriDNomor4); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan 

9 



KualitaS Air Dan Pengendali� Penc�m�Air 

L. t 5 Kabupaten/Kota D1 Provinsi Jawa in a ah p . . 
Tengah (Lembaran Daer rovmsi Jawa 
Tengah Tahun 2003 Nomor 132); 

6 Peraturan Daerah Provinsi J awa Tengah 
3 . R 

Nomor 21 Tahun 2003 tentang encana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun2003 Nomor 133); 

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan 
Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun2003 Nomor 134); 

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 
SeriENomor2); 

39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku MutuAir 
Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2004 Nomor 45); 

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7); 



Dengan Persctujuan Bersama 

oEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! 
JAWATENGAH 

dan 

GUBERNURJAWATENGAH 
MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA 
TENGAH TENTANG PENGENDALIAN · 
LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINS! JAWA 
TENG AH. 

Menetapkan 

BABI 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam PeraturanDaerah ini yang dimaksudkan dengan: 

1. Daerah adalah ProvinsiJawa Tengah. · 

2. · Pemerintah Daerah adalah Gubemur, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/K.ota di Provinsi J awa 
TengalL 

4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
5. Instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup 

adalah Instansi y�g berdasarkan tugas pokok serta fungsinya 
melaksanakan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup 
di Provinsi Jawa Tengah. 

6. Pejabat yang berwenang adalah Menteri, Gubemur, Bupati/ 
Walikota atau pejabat dibawahnya yang mempunyai/mendapat 
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kc\n�n:ingun dulam pcngambilan keputusan terhadap suatu 
kc1.1inhu\/akti fitas . ... 

7. Bupati/\Vnlikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah_ 
s, Lingkwigan Hidup adalah kesa� ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan, dan makhluk .hidup, termasuk. manusia dan 
perilakunya, yang mempengaruhi kelang_sung� perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lam. 

9. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untul( 
melestarikan fungsi lingkunganhidup yang meliputi kebijaksanaan 

periataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, 
pengawasan dan pengendalian lingkunganhidup. 

IO. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan 
pencegaban dan/atau penanggulangan dan atau pemulihan terhadap 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi 
perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, 
pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan 
serta penataan. 

1 I. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada 
lingkungan hidup yang diakibatkan_oleh suatu usaha dan/atau 
kegiatan. 

12. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 
adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan 
hid up, termasuk sumber daya, kedalam proses pembangunan untuk 
menjamin kemampuan, kesejahteraan, clan mutu hidup generasi 
masa kini dan generasi masa depan. 

13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 
kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam 
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas Iingkungan 
hid up. 

14. Baku Mutn Lingkungan I-Iidup adalah ukuran batas atau kadar 
makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus 
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ndn dnn/atau unsur pcnccmar yang ditcng k L� gang c�rndaannya .lalam suatu swnbcrdaya tertcntusebagai unsur 1· gk . m ungan hidup, 
I ". Pclcs�an fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk 

memehhara kelangsungan daya dukung dan da t 
lingkunganhidup. ya ampung 

J 6. �aya dukung lingkungan �du? adalah kemampuan lingkungan 
hidup tmtukmendukung perikehidupan manusia clan rnakhluk hidup 
Iain 

17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan 
hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang 
rnasuk atau climasukkan ke dalamnya 

18. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya 
untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tckanan 
perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu 
kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia 
dan makhluk hidup lain. 

19. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya 
untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap 
zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang kc dalamnya. 

20. Analisis Mengenai DampakLingkungan Hidup yang selanjutnya 
disingkatAMDALadalah kajian mengenai dampak besar dan 
pcnting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada 
lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, 

2 I. UpayaPengelolaanLingktmgan Hidup yang selanjutnya disingkat 
lJKL clan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang sclanjutnya 
disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pcngelolaan 
dan pcmantauan Jingkungan hidup olch pcnangglu1��a\vab � 
dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan 1-Iidup. 

-; 
I 
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..,2 Surat p ,nw�t:1:ttl l'cngclolaan Lin 1kungan. yang sclanjutnya 
L.. -· :fi!:-in,:.kot �l'I J, ndolnh :-urn I k .sun ,gupan �Ion �mmkai_-�m untuk 

t l I. 
, ,,1, scl ,1 ,ai cltunpak dnri aktifitas kcgrntannya m<.'t\i. · , n m1:"lm .• . -· · . 

.::t 1'.libn l.ingkung:tn adaJah suatu studi yan¥ dilaksanakan untuk 
- L .. d tttcngcvaluasi dampak aktifitas usaha dan/atat1 

mt'nJ; l\n_p an . . . 
kC'lliatan tcrhadap lingkungan hidup dan dilengkapi dcngan 
rck mendasi pengelolaan lingkungannya 

-·t Pcmangku kepentingan adalah masyarLaka�, lempbaga baik 

pemerintah maupun swasta/pengusaha, em aga endidikan 
�a Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sam� 
lain rn�punyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu 
kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung mapun 
tidak langsung terhadap kepentingan mereka. 

25. Wilayah Sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah Kesatuan 
wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah 
aJ iran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari 
atau sama dengan 2.000 km2• 

26. DaerahAJ iran Sungai yang selanjutnya clisingkat DAS adalah suatu 
wil ayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai clan 
anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, 
dan mcngalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau 
kc laut secara alarni, yang batas di darat merupakan pemisah 
topogmfis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang 
rnasih tcrpengaruh aktivitas daratan. 

27. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang 
tcrmasuk masyarakat atau masyarakat hukum adat atau badan 
hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil 
pcm bangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima 
rnanfaat maupun penanggung risiko. 

28. P.cnccmaran lingkungan hidup adalah masuknya atau 
dimasukkannya rnakhluk hidup, zat, encrgi, dan/atau komponen 
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1. irt kedakun lingkungan hidup olch kcgiatan manusia sehingga 
;�alitasnya turun sampai kc tingkat lcrtcntu yang mcnycbabkan 
lingkungan hidup tidak dapat berfungsi scsuai dcngan 
pcnu1tukkannya. 
f(erusakan Iingkungan hidup adalah perubahan langsung atau 

-9· tidak Iangsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang 
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam 
menunjang pembangunan berkelanjutan, 

O Kriteria baku kerusakan lingkungan hid up adalah ukuran batas 3 . 
perubahan sifat fisik clan/ atau hayati lingkungan hidup yang dapat 
ditenggang. 

31. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B-3 
adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi,jumlahnya, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 
dan/atau merusakkan lingkungan hidup, keseharan, kelangsungan 
hidup manusia sertamakhluk hidup lain. 

32. LimbahBahanBerbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat 
limbah B-3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang 
mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun yang karena 
sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau 
merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan 
1ingkungan hid up, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta 
makhluk hidup lain. 

33. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara dua pihak 
atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 

34. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada 
Instansi yang bertanggungjawab di Daerah/Kabupaten/Kota yang 
memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Gubernur/Bupati/ 
Walikota. 
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p . bat Pcnyidik Pcguwai Ncgeri Sipil.Lingkungan Hidup Yan 
35. el�·a iurnvo disingkat Pcjabat P�NS Lingkungan Hidup adal hg 

se anj · · ·1 �•= k t l h M t · a 
f jabat pcga,�tl ncgcti sipt yan� cuang a o e . en er: Kehakirnan 
d;n H1-\tvI yang tugas dan fungsmya melakukan peny1dikan tind� 
pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Lin�gan 
Hid up. 

36_ Penyidik Pegawai Negeri Sipil �ang s�l�il �utnya disingkat PPNs 
adalah pejabat penyidik pegawai negen sip tertentu di lingl<ung . 
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Uncian � 
Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar� 

Peraruran Daerah. 

37. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau 
pejabatPegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khUSUs 
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. 

3 8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencan 
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 
guna menentukan dapatatau tidaknya dilakukan penyidikanmenurut 
cara yang diatur dalam Undang-Undang. 

3 9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal clan 
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya. 

40. Audit Lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang 
dilakukan oleh penanggungj awab usaha dan/atau kegiatan untuk 
menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku 
dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh 
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 

4 I. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, 
perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya =:i menimbulkan kerusakan dan/atau penceroaran 
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BABU 

ASAS, TUJUAN DAN RU ANG LINGKUp 
Pasal 2 

rengendalian lingkungan rudup dilaks!.ln ... ,,,._ d U4JLuu1u engan asas . 
a. keadilan ; · 

b. keberlanjutan; 

c. keseimbangan; 

d. kemanfaatan; 

e. ketaatan dan penegakan hukum · 
' 

f kelestarian; 

g. partisipasi ; 

h. transparansi; 
. kesetaraan; l 
. 

daya tanggap; J. 

k. wawasan kedepan; 

1 akuntabilitas; 
m pengawasan; 
n profesionalisme; 

o. efisiensi dan efektivitas; 
p. Keterpaduan. 

Pasal 3 
Tujuan pengendalian Iingkungan hidup adalah untuk mencegah clan 
menanggulangi serta memulihkan akibat terjadinya pencemaran clan/ 
atau kerusakan lingkungan hidup, serta memelihara dan melestarikan 
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d Jingkungan hidup bagi pemban 
rd Ya aJarn an ak 8Unan 

fungsi swnbc a 'abtcraan ,nasyar at. 
• ran UJl1uk keSCJ 1,erkelanJU"°' 

pasnl 4 
. _ . en endalian Lingkungan 1-Iidup tne)j . 

(I) 
;:����-� danpem'.11ihan ��g�-�i_d_��11 

-�L. k� p sebagaimana dimaksud pada ayat (l) (2) Ruang mg · dmi . if . b gkan aspek ekologis. a imstrati , teknolog· mempertun an . clan b da i, 
kelembagaan, sosial, ekonom1 u ya. 

BAB ID 

KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 
Pasal 5 

( 1) Kebijakan pengendalian Iingkungan hidup dilaksanakan secara 
terpadu antar wilayah, bidang, clan pemangku kepentingan dengan 
konsisten dan keberlanjutan 

(2) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup berpedoman pada 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/K.abupaten/K.ota dan basil 
kajian lingkungan hidup. 

Pasal 6 

(1) Pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi 
dan kerj asama antar Daerah, Daerah dengan Kabupaten/Kota, 
serta antar Kabupaten/Kota mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring, evaluasi dan pengawasan. 

2) Pelaksanaan pengendalian Iingkungan hidup meliputi upaya 
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap'pencemaran 
dan/�tau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan pendekatan 
ekosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. 



ul mur ntclak1-t�:1n t n,htna:m don r !;J\.\ an ata.� pd sanaan 
0 ,x-n{;cnJitlinn lit, rkungun hidur di Dacral r ab 1 :,f n O a. 

BAB IV 

,,·r,vENAl�G, T.ANGGUNG.JA\VAB DAl'i KE\VAnBAN 
PEI\IERINT AH DAE RAH 

Bagian Pertama 
\Vewenaog 

Pasal 7 

wcwenang Pemerirrtah Daerah meliputi : 

a. menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan hid up berdasarkan 
kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup: 

b. mengkoordinasikan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau 
kerusakan lingktmgan hidup; 

c. menetapkan poladan rencana pengendalian lingkungan hidup pada 
ckosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta 
wilayah lintas Kabupaten/Kota; 

d. mcnetapkan pola dan rencana pengendalian terhadap pcnccmaran 
dan/atau kcrusakan air, tanab, udara, kebisingan, gctarnn .. kebauan 
dan radiasi; 

c. rnenetapkan pcdoman, prosedur, dan standar pengendalian 
terhadap penccmaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

f. rncnerbitkan dan rnencabut perizinan di bidang lingkungan hidup; 

g. rncnctapkan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu rencan .. 
usaha dan/atau kegiatan; 

h mcnetapkan baku mutu lingkungan hidup daerah clan laborutorium 
lingkungan; . 
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. 
L 

J. 

ung beban pencemaran air pada surnbe menetapkan daya tamptu air mutu air sasaran pada sum her a· r · k 1 · r status mu ' tr air, e_ a� ai ' .1 ah Kabupaten/Kota, dan status mun, Udar sungai hntas wt ay a 
ambien Daerah; . . 

• sengketa linzkt m�n hidup lintas Kabup�t� I fasilitas1 penanganan �1.4Ut:,� �1u 

Kota. 

Bagian Kedua 
Tanggungjawab 

Pasal 8 

Tanggungjawab PemerintahDaerah meliputi : 
a. melaksanakan kebijakan pengendalian lingkungan hidup 

berdasarkan kebijakan nasional; 
b. melaksanakan pengendalian terhadap pencemaran dan!atau 

kerusakan lingkunganhidup lintas Kabupaten/Kota pada ekosistem 
DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; 

c. memfasilitasi dan mengembangkan teknologi ramah lingkungan 
hidup; 

d. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan clan 
pelestarian lingkungan hidup. 

Bagian Ketiga 
Kewajiban 

Pasal 9 
Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi : 

a. menum�uhkan, mengembangkan, meningkatkan dan mewujudkan 
kepedulian, serta tanggungjawab para pengambil keputusan clan 
masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup; 
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• 
rnenumb� mengembangkan, menmgkatkan dan mewujudkan 

b. kepeduhan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan 
pemerintah daerah dalam upaya peningkatan daya dukung clan 
daya tampung lingkunganhidup; 

rnengembangkan clan menerapkan upaya pengendalian darnpak 
c. lingkunt,oan hidup yang dapat menjamin terpeliharanya daya dukung 

clan daya tampung lingkunganbidup; 

d. melaksanakan konservasi sumber daya alam terbaharui dan tidak 
terbaharui; 

e. melestarikan nilai sosial budaya dalam rangka pelestarian fungsi 
�oan; 

l 

f 

h. 

g. 

. 
J. 

melestarikan kawasan lindung, keberadaan situ, sumber air, situs 
kepurbakalaan dan cagar budaya; 

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan clan 
mengembangkan teknologi ram ah lingkungan hidup; 
melaksanakan kajian, penelitian dan pengembangan potensi serta 
permasalahan surnber daya alam dan lingkungan bidup; 
menyediakan informasi lingkunganhidup danmenyebarluaskannya 
kepada masyarakat; 

memberikan penghargaan kepada orang, kelompok orang atau 
lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup; 

k. meningkatkankapasitas kelembagaanmelalui peningkatan sumber 
daya manusia, sarana dan prasarana; 

l melaksanakan pendidikan lingkungan bagi masyarakat melalui 
pendidikan formal clan non formal; 

m, mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat 
preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 

n melaksanakan pembinaan clan evaluasi laboratorium lingkungan; 
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.1 
. k I yakan lingkungan bagi rencana usaha da o. meru a1 e a . . nlatau 

kegiatan pembangtn1an; 

1 kukan perlindungan ekosistem DAS, daratan, pesisir 1 p. me a . , aut 
dan pulau-pulau kectl; 

q. meningkatkan clan mengembangkankualitas lingkungan fisik <Ian 
sosial; 
melaksanakan pembinaan, pengawas�n �an pemantauan 

r. terhadap pelaksanaan kegiatan pengendahan hngkungan hidup; 

s. melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. 

BAB V 
KEWAJIBAN, HAK DAN PERAN SERTAMASYARAKAT 

Bagian Pertama 
Kewajiban Masyarakat 

Pasal 10 

(1) Setiap orang berkewajiban : 
a. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan; 

b. berperan aktif dalam upaya pengelolaan, penanganan dan 
pelestarian linglamganhidup; 

c. melakukan efisiensi penggunaan sumber daya alam dan 
lingkunganhidup; 

d. melindungi niiai kearifan budaya lokal. 

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dan 
mengakibatkan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan 
Iingk iib �gan,_ Wa.JI menanggung semua biaya penanggulangan, 
pemulihan Iingkungan, dan kerugian kepada pihak: yang terkena 
dampak. 
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setiap 0rang dalam. melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang 
(3) einpunyai potens1 pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ::jib roemberikan laporan kepada Pemerintah Daerah. ' 

Bagian Kedua 
Hak Masyarakat 

Pasal 11 

Setiap orang mempunyai hak: 

a. yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sebat; 

b. memperoleh danmenyebarkan informasi lingkungan hidup yang 
benar dan akurat; 

c. berpartisipasi pada proses pengambilan keputusan dalam 
pengendalian lingkunganhidup; 

d. ikut serta dalam melakukan pengawasan dan pengendalian 
lingkunganhidup; 

e. mendapatkan pelayanan perizinan lingkungan hidup yang 
transparan; 

f melaporkan terjadinya pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan 
bidup; 

g. menerima penggantian dan/atau menuntut pemulihan lingkungan 
akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

Bagian Ketiga 
Peran serta Masyarakat 

Pasal 12 
Cl) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama clan seluas-luasnya 

un� berperanserta dalam pengendalian lingkungan hidup. 
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rta nJasyarakal sebagaimana dimaksuct p�rl- 
(2) Pelaks311Ban perJJ\SC . • � 

d'f-L·ukrul dcngan cara • avat (1) 1 � ' • d' ian, keberdayaan clan kemjtT-::. ... _ 
·ngkatkan kernan in "'Q(l{l; 

3 n1cru 
. menUIIlbuh kembangkan kemampuan clan kepeloPoran; 

b. buhkan ketanggapsegeraan dalam pengendalia 
c. menum dan/ atau kerusakan lingkungan hidup; n 

pencemaran . . 
memberikan saran, pendapat dan apresiasi; 

d. 
ail<an informasi dan/ atau la po ran yang dapat e. menyamp 

dipertanggUllgjawabkan; 

f meningkatkan pengawas� terhadap sum.her pencemar clan I 
atau perusak Iingkungan hidup. 

BABVI 
KEMITRAAN DAN JASA LINGKUNGAN HID UP 

Bagian Pertama 
Kemitraan Lingkungan Hidup 

Pasal 13 

(1) Pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dapat dilakukan 
kemitraan dengan berbagai pihak. 

(2) Kemitraan dengan berbagai pibak dalam pengendalian lingkungan 
hidup dapat difasilitasi oleh Gubemur, Bupati/Walikota. 

Bagian Kedua 
Jasa Lingkungan Hidup 

Pasal 14 
0) Setiap pelaku usah r1"-' k . . 

Iin n . a uaiJ/ atau egiatan yang memanfaatkan jasa 
gku gan hidup dalam proses produksi dan/atau kegiatannya 

24 



nyai tanggungjawab sosial tcrhadap pelestarian 
· 'b ,nernpu 

waJ• . ,,· ... okt11J8all hidup. 
fiJ1J.g5l tU,e • . 

bcrWcnnng memenntahkan penanggungjawab usaha 

(2) 
aol>CJ1tllfk 

giatan untuk melaksanakan pelestarian fungsi 
d /atau c aruh 1 an hidup terhadap kawasan yang berpeng angsung 
liJlakUOgan b din -- ldak Iangsung pada potensi sumberdaya alam, se an g 
atau n · lingkun hid 
dengan pemanfaatanJasa gan up. 

b ur menyerahkan kewenangan pengawasan atas 
(J) Gu ern . b · 

taksanaan pelestarian fungsi lingkungan hidup se agaimana :iakslld pada ayat (1) dan (2), kepada instansi yang bertanggung 

jawab di bidang lingkungan hidup. 

Tata cara, bentuk dan besaran pengenaanjasa lingkungan hidup 
(4) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Gubemur. 

BABVII 
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 

Bagian Pertama 
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup 

Pasal 15 
(1) Gubernur mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian 

pencemaran Iingkungan hidup pada sumber pencemar serta jenis 
pencemar. 

(2) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada sumber 
pencemar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan terhadap 
usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menirn bulkan 
pencemaran tanah, air permukaan, air tanah, laut, udara .. 
kebisingan, getaran, ke bauan, dan racliasi. 

(3) Pengendalian pencemaran lingkungan hidup padajenis pencemar 
sebagaimana · dimaksud ayat ( 1) dilaksanakan penanganan 
terhadap: 
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.. , .. , . . . 

. . . . 

. " ��,, pcru - · z n, di te��1t asal bahan dan pemakaian d 
lCt'.l:" • usaha danatau kegiatan; 1 

c. . "'u,.1_�4!_,. pen) -impanan clan peuggunaan pestisida 

�) Pcngcr.dalian pencernaran lingkungan hidup sebagainla.na 
d;.,7a.�,--.;d pada ayat (Z) dan ayat (3) berdasarkan ketentuan baku 
::r. 11:""1.f .ungan hidup dan peraturan perundang-und�oan. 

(: T .... "7 cera pclaksanaan pengendalian pencemaran ling.,-ung<� hidtip 
.:faimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur d �ngun 

Pcm zran Gubemur, 

Pasal 16 

r J .. , .� t l mcni ckatkan pengendalian pencernaran lingkungan hi lup, 
�hcrnu; mcnumbuhkcrnbangkan dan memfasilitasi pcncrapan 

r 'ub.i l -rsih scrta pcngelolaan limbah secara tcrpadu. 
(,� 1 c ·� � .... in limbah secara tcrpadu sebagaimana dirnaksud pada 

· .'. 1 (,. .. , L_ s.:m:unn�j da at dilakukan kcrjasama dcnganpihak 
i .. �;� ........ tu Jen� an ,.r, .. ituran pcrundang-undangan. 

t) -f · l:, .... naan ngelolaan limbah secara terpadu 
c'� -�·---·· .. c . J 1.J.:suJ p da ayat ( 1) dan ayat (2) diatur dengan 

t ,..._..�, - I�. ,.,.._ffil J. \.... fr•..,,.._•' ¥ \...) '-''-' • • • 

Pasal 17 

, men) ,1 ilit·\si peng .lolaun lirnbah sec .. ra terpa ht 
Lu l.tt,n.i k · ·i·1utn ir lustri kc .il dan/utau domestik �suai 

.!!?lf >:.,)_U berth. 



Pasnl 18 

�than, penanggulangan dan pemulihan lingkungan yang 
Pc11ce8 [lakuk I h . 

(1) ·etn:irwajibd1 ano e penanggungJawabusahadan/atau 
tc1'l,;. 

'"°n vflng roenirobulkan pencemaran. 
keg1,hcu• J-- 

1aksanaan pencegahan, p_enanggulangan dan pemulihan 
(2) :gktlllgan akibat pencemaran lin�gan hidup dilakukan evaluasi 

.. ma para pemangku kepentingan yang terkait untuk 
bers� . . ' 

.-.-;inaanan lebih lanjut, pe1�·0 

Pasal 19 

(I) 
Bupati/Walikota melaksanakan pengendalian pencemaran 
}ingkunganhidup berdasarkan sumber pencemar danjenis pencemar 
di wilayahnya. 

(Z) peiaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota. 

(3) Pengendalian pencemaran lingkunganhidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) clan ayat (2) berdasarkan ketentuan baku mutu 
Iingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 

Gubernur melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan 
pengendalian penanganan limbah padat domestik lintas K.abupaten/Kota 

Pasal 21 

(1) Pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, 
berpedoman pada : 

a. baku mutu air; 

b. baku mutu air limbah; 

c. baku mutu air laut; 
27 



... 
' • .• '' • I 

.· 

. . uan: 

• 

(2. ku mutu atau nilai batas rnaksimurn rcsidu sebug.iimana 
·r--.:> zsud pada ayat (I) sesuai dengan pcraturan pcnu1d,mg .. 

• g:..� 

Pasal22 

, 1!1..1 <l.u1; .. iuu kcgi.itan yang mcrnbuang nir limbah w�tjib: 

� n .atl 'Hlinr :1111'�n_.:mairlimbah: 

i1 dL1 m .... mbuan � sesuai cl-r1 �1 baku 

• 
•1.:\lLi ] • :· �lh.1!1 � ir lirnbah rneliputi debit, kadar, 

:. .... � it' .l.� p- .. �·.u.r:i.1 .. c ara berkala paling lama l bul.ut 
th rnu; d.l:1 Bupati/Walikota; 

.1.� �.J..) • } ang berfungsi d; tam perun ... �.tn .. t; 
un:anh.iJ�p 

,.. 
' 

lct:i: -·· Li 1.._1� u tc .�1.1f .. u1 sc .1 �- irnana dim, ksu 1 pada ayat 
( f) ')iC:,:.ui - /.1! p,.: ituran p,rn1&Ltn .. �vU!KL�1ngruL 
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Pasal 23 

(1) Gubemur mengkoorclinasikan, mengevaluasi, mengawasi dan 
111e111antau pengelolaan 83 clan Lim bah 83 

(2) Setiap pelaku 1:15aha dan/atau kegiatan yang dalam aktifitasnya 
menghasilkan lunbah 83 wajib memiliki : 

a. izin penyimpanan; 

b. izinpengumpulan; 

c. izin pengangkutan; 

d. izin pemanfaatan; 

e. izin pengolahan; 

f izin penimbunan. 

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh 
instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

( 4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang dalam proses produksinya 
menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3, wajib 
menyusun neraca bahan dan limbah B3, melakukan upaya 
pengurangan, pengolahan dan/atau penimbunan sesuai ketentuan 
yang berlaku. 

(5) Setiap pelaku usaba dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah 
B3 hanya diperbolehkan menyimpan sementara di lokasi 
kegiatannya paling lama 90 ( sembilan puluh) hari, dan wajib segera 
mengirim ke pengumpul atau pemanfaat atau penimbun atau 
pengolah yang telah memiliki izin. 

(6) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan bertanggungjawab atas 
segala resiko yang terjadi karena akibat kegiatan penyimpanan, 
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, 
P.enimbunanB3 danlimbahB3. 
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... 

(?) Sctiap I cluku usnhn dnn/atau kcgiatan, wajib melaporka 
I ,11 ... �dolnan limbah 83 kcpada Gubcrnur dan BupatifW· lik n 
- e- • bul k ] ' a I ()ta 
�ckllJ"artg�kurru1gnya 3 (tiga) an sc a 1. · 

Pasal 24 

(1) Gubernur menyusun kebijakan pengendalian pencemaran Udara 
dengan menetapkan : 

a. baku mutu udara emisi sumber bergerak dan tidak bergeral( 
baku mutu udara ambien, baku tingkat kebisingan, getar� 
serta kebauan; 

b. status mutu udara ambien; 

c. indeks standar pencemar udara. 

(2) Gubemur mengkoordinasikan clan melaksanakan pengendalian 
pencemaran udara yang meliputi pemantauan, pengawasan, 
penaatan, evaluasi dan pelaporan. 

Pasal 25 

( 1) Sctiap peJaku usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak 
yangmengeluarkanemisi wajib: 

a. melakukan upaya pengendalian pencemaran udara sumber 
tidak bergerak; 

b. rnenaati ketentuan baku mutu udara ambien, baku mutu udara 
emisi dan baku tingkat gangguan; 

c. melaporkan hasil pemantauan kualitas udara kepada Guben1ur 
dan Bupati/Walikota paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekal.i 
sccara periodik. 

(2) Setiap pelaku usaha dan/atau kcgiatan dari sumbcr bergerak yang 
rnengcluarkan ernisi wajib: 
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IlleJaksanakan perneriksaan dan mcntaati am bang batas ernisi 
a. 

gas buang; 

rnclnporkan hasil pemeriksaan ernisi gas buang kepada 
b. Gul cn1ur dan Bupati/Walikota paling lama setiap 3 (tiga) 

bulan sekali secara periodik . 

... 
1 Guberour mendorong masyarakat untuk melakukan upaya 

l · penl.ll1ID3Il ernisi gas buang melalui penggunaan sumber energi yang 
raroah 1ingkungan 

(4) pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan 

Bagian Kedua 
Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup 

Pasal 26 

(I) Gubemur mengkoordinasikan clan melaksanakan pengendalian 
kerusakan lingkungan hidup terhadap : 

a lahan; 

b. lahan bekaspenambangan; 

c. sumber air, situ, danau, waduk clan sungai; 

d. pesisir, laut clan pulau-pulau kecil; 

e. ruang terbuka hijau; 

f kawasan hutan; 

g. kawasan lindung; 
h. kawasan yang rawan bencana; 
. 
L keanckaragaman hayati dan non hayati, 

2 .) Pengendalian kerusakan lingkungan hid up scbagaimana dimaksud 
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pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan penanganan teknis l 
dan pendekatan sosial, ekonomi serta budaya masyarakat 
sctempat, 

(3) Pelaksanaan pengendalian kerus�kan lingkunga� hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
kondisi ekosistem dan masyarakat setempat. 

Pasal 27 

Gubemur memfasilitasi dan menumbuhkembangkan peranserta 
masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan, penanggulangan clan 
pemulihan kerusakan lingkungan hidup. 

Pasa128 

(I) Gubemur berwenang menetapkan kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan, 

(2) Berdasarkan kriteria baku kerusakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), Gubemur menetapkan status kondisi kerusakan 
lingkungan. 

(3) Penetapan status kondisi kerusakan lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubemur. 

Pasal 29 
(1) Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan 

pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap : 
a. lahan; 
b. lahan bekas penambangan; 
c. sumber air, situ, danau, waduk dan sungai; 
d. pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; 
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t,tlatH! tcrbukn hijnu kotn; .:. \ 

k:,,,-:1$!\ll hutan: 

kn,, nsan lindung; 
i!. 

It ka\\rasan yang rawan bencana alam; 

kcanekaragaman hayati dan non hayati. 

(Z) Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan hidup 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dengan 
peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota, 

Pasal30 

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan 
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan 
hidup. 

Pasal 31 

Koordinasi pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, pcrnulihun nkibat 
penccmaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagairnana dimaksud 
pada Pasal 15 ayat (1 ), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 24 ayat 
(2) dan Pasal 26 ayat ( 1 ), Gubernur menugaskan kepada instansi yang 
bertanggungjawab di bi dang lingkungan hid up. 

BAB VIII 
KAJIAN LINGKUNGANHIDUP 

Pasal 32 
Gubcn1ur mcnyusun kcbijakan pcngcndalian \i.ngk.1.1ng,tn hill up, (kn;an 
mempcrtimbangkan daya dukung dun daya hunpung \ingkun�nn sert 
memperhatikan hasil : 
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. . . d pennasalahan sumber daya alam dan lingkungan 
a. knJUUl potcns1 an 

hidup; 

I. 
· d pengembanaan rekayasa teknologi pengelolaan 

b. pene rnan an o . 

sumber daya alam dan lingkungan bidup. 

Pasal 33 

( 1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan �gme�bulkan ��ak 
terbadap lingkungan hidup wajib ddengkap1 dengan kajian 

lingkungan. 

(2) Dokumen kajian lingkungan hidup sebagaimana dimaksudpada 
ayat (1) dapat berupaAMDAL atau UKL dan UPL atau SPPL. 

(3) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan 
AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

( 4) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan 
UKL dan UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan Peraturan Gubemur. 

Pasal 34 

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan menimbulkan 
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib 
memiliki�AL setelah mendapatkan izin lokasi. 

(2) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki 
AMDAL diwajibkan menyusun UKL dan UPL setelah 
mendapatkan izin Iokasi. 

(3) Ketentuan penyusunanAMDAL, UKL dan UPL sesuai dengan 
peraturan perundang-lllldangan. 

( 4) Setiap'usaha dan/atau kegiatan diluar sebagaimana climaksud pada · 
ayat ( 1) dan ayat (2) wajib membuat SPPL. 
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Pasal 35 

(1) Gubernur atau Bupati/Walikota dan/atau masyarakat dapat 
n1cngusulkan secara tertulis kepada Menteri yang bertanggung 
jawab di bidang lingkungan hidup, dalam hal terdapat rencana usaha 
dan/atau kegiatan tidak termasuk wajib AMDAL tetapi mempunyai 
dampak besar clan penting terhadap lingkungan. 

(2) Gubernur atau Bupati/Walikota, berdasarkan pertimbangan ilmiah 
mengenai daya dukung clan daya tampung lingkungan serta tipologi 
ekosistem setempat diperkirakan berdampak. penting terhadap 
lingkungan hidup, dapat menetapkan rencana usaha dan/atau 
kegiatan wajib AMDAL yang skala besarannya lebih kecil dari 
yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 36 

( 1) Untukmenilai dokumenAMDALchbentuk Komisi PenilaiAMDAL 
Daerah dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMDAL Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Gubemur. 

(3) Susunan keanggotaan Komisi Penilai AMD AL Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati/Walikota. 

Pasal 37 

Setiap penanggungjawab rencana usaha dan/atau kegiatan sebelum 
menyusun AMDAL wajib mengumumkan kepada masyarakat dan 
melakukan konsultasi publik. 
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Pasal 38 
· b usaha dan/ atau kegiatan yang telah beroperasi dan 

Penang�gJamm �abulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
berpotens1 me . UKL .. 
hid clan tidak memiliki dokumen AMDAL atau IUPL Wa.Jtb up . :Hid 

·menyusun Dokumen Kajian Dampak Lmgkungan up. 

Pasal 39 

Tata cara pengumuman, konsultasi publik dan pem buatan dokumen 

kajian clampaklingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 
Pasal 38 diatur dengan Peraturan Gubemur. 

BABIX 

PENGUATAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP 
Pasal 40 

(1) Penguatan kelembagaan lingkungan hidup dilaksanakan pada 
institusi Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, dunia usaha, 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat 

(2) PenguatankelembagaanlingkunganhiduppadainstitusiPemerintah 
Daerah dan institusi Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Instansi yang 
bertaoggungjawab di bidang lingkunganhidup. 

Pasal 41 

(1) Penguatan kelembagaan lingkungan hidup pada usaha dan/atau 
kegiatan diarahkan pada unit kerja yang menangani pengelolaan 
lingkunganhidup. 

(2) Instansi_ ���g bei:anggungjawab di bidang lingkungan hidup 
memfasilitasi pelatihan bagi manajer lingkungan dan tenaga teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I). 
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_ ,.... kan pcngendalian pencemaran darvatau 
bclurn optunal ntcl�a?a '. 

k 
.. 1-nr\ JiJ,okungan h1dup, 

·cttJS�U\•U' oe, lak k k .. . dan/atau belum me sana an ewaj iban 
kurang roentaatt . . 

b. dali 1: .... nlnmoanhidup. 
pengen an � ..... "O 

Pasal 46 
. · 00· f dan disinsentif sebagaimana dimaksud 

� ara pembenan inse 1ata c d p 145 diatur dengan Peraturan Gubemur. 
dalam Pasal 44 an asa 

. I 

BAB XI 

PENYELESAIAN SENGKETALINGKUNGAN lllDUP 
Pasal 47 

(1) Gubernur mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian 
sengketa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 
Iintas Kabupaten/Kota. 

(2) Penyelesaian sengketa Iingkunganhidup sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah atau mediasi. 

/ 

Pasal 48 

(I) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan oleh 
lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup 
yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan atau 
masyarakat, 

(2) Lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
clibentuk oleh Gubemur/Bupati/Walikota berkedudukan di instansi 
yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup. · 

(3) �mbaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
dibentuk oleh masyarakat dengan akta notaris. 
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(4) Dalam hal lembaga penyediajasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak menghasilkan kesepakatan, 'maka para pihak yang 
bersengketa dapat mengaj ukan gugatan perdata ke pengadilan 
sesuai peraturan perundang-undangan. 

BAB XII 
LARANGAN 

Pasa149 
· Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang : 

a. melakukan aktivitas sebelum memiliki dokumenkajianlinglamgan; 

b. melakukan pembuangan limbah ke lingkungan tanpa melalui 
pengolahan terlebih dahulu; 

c. membuang limbahmelampaui bakumutu lingkungan sebagaimana 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

. . 
d. melakukan pembuangan, penyimpanan, penimbunan, pengolahan, 

atau pengangkutan limbah B3 tanpa dilengkapi dengan izin dari 
pejabat yang berwenang; 

e. melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada 
padakawasan lindungtanpa melakukan kajian atau penelitian serta 
persetujuan dari instansi yang berwenang. 

BAB XIII 
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 50 

(1) Setiap. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib 
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian 
lingkungan hidup secara periodik serta melaporkan hasilnya kepada 
instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkunganhidup clan 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 
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.BAHXlV 
SANKSI AD;vf I.�JSTRASI 

J'a.��J 51 
' 11 S 1 'I�'' '1 

(1) (}ulx,-mur r}(,11'l/l.11.a11g rn£1'tja1JJnKI::cJ1 • az1r.:;1 r ... -r!?r:"f::;J;;:.� .£'!;?'.£� 

f4"11Zrnggungjav1ab u:;aria.&avat»J.lk!7'6'ztzn :�i rn!..z. .�: ?��: 
J o, PataJ 18, PaEeJJ 22 ayar (1 ), Pa:-� 23 a7a:t (2 ); e;:/ii f 4 ;, ;::f:;;. 

(5Jj ayar f6) dan f7J, P<1P..a1 25 ayat (1) dan Z-j'BX (2J; fl�� :}J; 
Pa�J 33 ayat (1 ), ayat (2) dan ayat (3 ), Pa:�134 a:/;;i ( J: �Ja, 
(2), clan ayat(4J, Pasal 37, Pasal 3&, Pa;;ai49 dan P�! :0 t:.j'Z:. 

(1) Peraturan Daerah irri. 

(2) S(jnk!Ji/�rninistra.si gefrd!�m,anadimal--surl r�ayat(] J�� 
diberikan berupa: 

b. paksaan pemerintahan tcrhadappenanggungjawab wJJa dz:r..l 
etau kegiatan; 

c. uang paksa; 
d. pengusulan pencabutan atau pernbatalan perizinan usaha &.rJ 

atau kegiatan; 

e. pencabutan atau pembatalanperizinan atau pembaialan � 
dan/atau kegiatan. 

(3) Pemberian sanksi administrasi scbagaimana dirnaksud pada.rifo.I 
(2) dikenakan sctelah mcndapat laporan dari Pl'Llfl). 
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--· 
(4) Tata cara l .mbcrinn sanksi admirtistrnsi scbagairnana dirnaksud 

I ada ayat (2) diatur dcngan Pcraturan Gubcrnur, 

Pasal 52 

Bupnti/\Valikota berwenang menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada 
penanggungjav.rab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB XV 
PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP 

Bagian Pertama 
Pengawasan Lingkungan Hid up 

Pasal 53 

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah.Kabupaten/Kota sesuai dengan 
kewenangannya, melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/ 
atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hid up. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada 
upaya: 
a. pengendalian air limbah, emisi, kebisingan, kebauan, getaran 

dan radiasi; 
b. pengelolaan B3 dan limbah 83; · 

c. pengendalian residu bahan kimia; 

d. pemulihan akibat pencemaran limbah B3; 

c. peJaksanaan sistem tanggap darurat; 

£ pcngcloJaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan 
yang telah rnernpunyai dokumcn kaj inn lingkungan: 

g, pengelolaan pemanfaatan lahan; 
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h. pengelolaan ka\vasan hutan; 

i, pengelolaan kawasan lindung; 

j. Pengelolaan keanekaragaman hayati clan non hayati. 

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
di Daerab, dilaksanakan secara terpadu dengan �endasarkan atas 
infonnasi, laporan, basil pemantauan dan evaluasi, yang tata caranYa 
diatur dengan Peraturan_Gubemur. 

( 4) Pelaksana pengawasan bidang lingkungan hi�up di Daerah clan 
Kabupaten/Kota dilakukan oleh PPLHD sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Pejabat Pengawas Lingkungan Hid up Daerah 

Pasal 54 

(1) PPLHD berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mentaati 
peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. 

(2) PPLHD dalam melaksanakan tugas pengawasan wajib menyusun 
berita acara pengawasan dan melaporkan kepada pejabat yang 
berwenang untuk ditindaklanjuti. 

(3) Apabila ditemukan unsur bukti cukup kuat adanya tindak 
pelanggaran Peraturan Daerah ini, PPLHD merekomendasikan 
kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan oleh 
PPNS. 

(4) Dalam hal dari hasil pengawasan ditemukan unsur bukti cukup 
kuat adanya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang­ 
Undang Lingkungan Hidup, PPLHD merekomendasikan kepada 
pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan oleh PPNS 
lingkunganhidup. · 
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IJ.AB X\ t 
KETENT AN PENYlDTKi\N 

Pasal 55 

( l) PPNS berwcnang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
atas Peraturan Dae rah ini. 

( ... ) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah : 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang 
adanya tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian 
dan melakukan pemeriksaan; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka clan memeriksa tanda 
pengenal diri tersangka; 

d. me]akukan penyitaan benda atau surat; 

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 

f memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang cliperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 

h, mengadakan penghentian penyidikan sctelah mendapat 
petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak tcrdapat cukup 
bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana 
dan seJanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal 
tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; 

i mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan, 

(3) PPNS dalarn rnelaksanakan tugasnya sebagaimana dirnnksud pada 
ayat (I) dan ayat (2), wajib mcrninta bantuan kepada PPLHD 
dan/atau PPNS lingkungan hidup, 
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(4-) Dnhun pdnksuumul tugas scbngt��mana dirnaksud pada ayat (l ), 
avnt ( .. ). dan ayat (3), PPNS wajib menyus�n �enta acara atas 
s�tiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan 
tcrsangka, serta melaporkan hasilnya kepa�a ?ube�ur melalui 
pejabat Instansi yang bertanggungJawab di bidang lmgkungan 
hidup. 

· Pasal 56 

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 55 ayat (2), wajib menyerahkan basil penyidikan 
kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI. 

Pasal 57 

Dalam hal diduga terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang Lingkungan Hidup, PPNS lingkungan hidup sesuai 
wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang, melakukan 
penyidikan atas tindak pidanalingkunganhidup. 

BAB XVII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 58 

(1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diancam pidana 
dengan pidana kurungan paling lama 6 ( enam) bulan atau denda 
paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) dengan 
tidak merampas barang-barang tertentu untuk Daerah, kecuali 
ditcntukan Jain dalarn peraturan perundang-undangan. 

(2) Da1am hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
5 I ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c masing-masing maupun 
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kwnulatif telah diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dan masih 
· me1akukan pelanggaran, berlaku ketentuan sebagainiana dimaksud pada ayat (1 ). 

(3) Tmdak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2) adalah pelanggaran. · . 

Pasal 59 ·. 
(1) Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) 

dan ayat (2) mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan Iingkungan hidup, diancam dengan ketentuan pidana 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang LingkunganHidup. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah 
kejahatan. 

BABXVIIl 
PEMBIAYAAN 

· Pasal 60· · 

(1) · Sumber Anggaran untuk pembiayaan pengendalian lingkungan 
. hidup meliputi : 

· a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan Dan Belanj a Daerah; 

c. Sumber-sumber lain yang sah clan tidak mengikat. 
�2) Pembiayaan pengendalian lingkungan hidup · sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proporsionalitas, urgensi, 
rasionalitas clan. kompetensi, · 
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BAB XIX 
KETEm'UAN PERALlllAN 

Pasal 61 

( l) Sdantbat-Jrunbatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya p . b usaha clan/ eratu-r Daerah ini, setiap penanggungj awa . . atau kegiatan 'Na ?-:1 
menyesuaikan dengan Peraturan Daerah lDl. �1b 

(2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan selamb 
Iambatnya I (satu) tahun sejak diundangkan. at .. 

BAB XX 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal 62 

PadasaatmulaiberlakunyaPeraturanDaerahini,makaPeraturanDacrah 
Provinsi Daerah Tmgkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Tahun 1990 Nomor 9 Seri D Nomor 9) dicabut clan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 63 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 
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Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal 27 Juli 2007 

GUBERNURJAWATENGAH 
' ttd 

MARDIYANTO 

CJiundangkan di Semarang 
,ada tanggal 27 J� 2007 
;EKRETARIS DAERAH PROVINS! 

JAWA TENGAH 
ttd 

MARDJIJONO 
,EMBARAN DAERAR PROVINS! JAWA TENGAH TAHON 
007 NOMOR 5 SERIE NOMOR 2 
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